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BAB IV
KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 80
Dalam rangka penguatan perlindungan kepada
tenaga kerja dan meningkatkan peran dan
kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung
ekosistem investasi, Undang-Undang ini
mengubah, menghapus, atau menetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur

dalam:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
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g e A (LR REEF tentang Badan Penyelenggara Jaminan
2011 & 116 5L~ = 3F "4k 5256 Sosial  (Lembaran  Negara Republik
B, % Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256); dan
d. &k 2017 & 18 5.2 # K>+ 5 d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
RFRNE I REZE (FRKE R tentang Pelindungan Pekerja  Migran
23R 2017 & 242 5L~ 2 3F ek Indonesia (Lembaran Negara Republik
6141 52 ) ° Indonesia Tahun 2017 Nomor 242,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6141).

5 - 2 Bagian Kedua
B Ketenagakerjaan
5 81 i% Pasal 81

e e L2003 & 13 52 3t Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
FoE(E R KRR 2003 # 39 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
B~ O 3F N4k 4279 5 ) - &4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
FACT 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) diubah sebagai
berikut:

1. 2% 134z » Flpt 3R 1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga

TPNOF AT berbunyi sebagai berikut:

% 13 1% Pasal 13

(DBEEDd T H =% ¢ (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh:
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lembaga pelatihan kerja pemerintah;
lembaga pelatihan kerja swasta; atau

lembaga pelatihan kerja perusahaan.

(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di

(4)

1)

tempat pelatihan atau tempat kerja.

Lembaga pelatihan kerja pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dalam menyelenggarakan pelatihan kerja
dapat bekerja sama dengan swasta.

Lembaga pelatihan kerja  pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan lembaga pelatihan kerja perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
mendaftarkan kegiatannya kepada instansi
yang Dbertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
Lembaga pelatihan kerja ~ swasta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf b wajib memenuhi Perizinan

Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah
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Daerah kabupaten/kota.

Bagi lembaga pelatihan kerja swasta yang
terdapat penyertaan modal asing, Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi
norma, standar, prosedur, dan Kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37
Pelaksana  penempatan tenaga Kkerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) terdiri atas:

instansi pemerintah yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan; dan

lembaga penempatan tenaga kerja swasta.
Lembaga penempatan tenaga kerja swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dalam melaksanakan pelayanan penempatan
tenaga kerja wajib memenuhi Perizinan

Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah
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Pusat.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memenuhi norma,
standar, prosedur, dan Kkriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42
Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan
tenaga kerja asing wajib memiliki rencana
penggunaan tenaga kerja asing Yyang
disahkan oleh Pemerintah Pusat.
Pemberi kerja orang perseorangan dilarang
mempekerjakan tenaga kerja asing
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku bagi:
direksi atau komisaris dengan kepemilikan
saham tertentu atau pemegang saham sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
pegawai diplomatik dan konsuler pada
kantor perwakilan negara asing; atau

tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh
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N o o

pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi
yang terhenti karena keadaan darurat,
vokasi, perusahaan rintisan  (start-up)
berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan
penelitian untuk jangka waktu tertentu
Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di
Indonesia hanya dalam hubungan kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu
serta memiliki kompetensi sesuai dengan
jabatan yang akan diduduki.

Tenaga kerja asing dilarang menduduki
jabatan yang mengurusi personalia.
Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan
waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 43 dihapus.
Pasal 44 dihapus.
Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45
Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:
menunjuk tenaga Kkerja warga negara

Indonesia sebagai tenaga pendamping
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A1z F&RER tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk
alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga
kerja asing;

b. ¥R 1ot B = b, melaksanakan pendidikan dan pelatihan

6

w5
1
QO
SR
g
(%
3
©
.EXN\T)
Y
=
(7

kerja bagi tenaga kerja Indonesia
FRTBERERD S 2 sebagaimana dimaksud pada huruf a yang
sesuai dengan kualifikasi jabatan yang
diduduki oleh tenaga kerja asing; dan

c. ¥dXQEARi > KR IE A c. memulangkan tenaga kerja asing ke negara

I EZFEF R asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir
(2) % 178 a 2% b FHorit iz (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
FOAE NPT IR e A (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi
A1 o tenaga kerja asing yang menduduki jabatan
tertentu.
8. #I'%5 % 46 AT - 8. Pasal 46 dihapus.
9. By 42 FER o FP E R e 9. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga
mE AT berbunyi sebagai berikut:
% 47 % Pasal 47

(1) *+4 R 1B i %+t R 1 (1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi
g H ch IR R 1A A atas setiap tenaga kerja asing yang

£ ° dipekerjakannya.
(2) % 1 s i M4 £ £33 (2) Kewajiban membayar kompensasi
WP OTFCRES R~ PR A4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
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berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan
negara asing, badan internasional, lembaga
sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan

tertentu di lembaga pendidikan.

dan

Ketentuan besaran

3)

mengenai

penggunaan  kompensasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.
11.

Pasal 48 dihapus.
49 diubah
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Ketentuan Pasal sehingga

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan
tenaga Kkerja asing diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

12. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 56

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu
atau untuk waktu tidak tertentu.

tertentu

(1)

(2) Perjanjian kerja untuk waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat
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a.
b.

3)

(4)

13.

1)

(2)

didasarkan atas:

jangka waktu; atau

selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Jangka waktu atau selesainya suatu
pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditentukan berdasarkan
perjanjian kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian
kerja waktu tertentu berdasarkan jangka
waktu atau selesainya suatu pekerjaan

tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat
secara tertulis serta harus menggunakan
bahasa Indonesia dan huruf latin.
Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu
dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa
asing, apabila kemudian terdapat perbedaan
penafsiran antara keduanya, yang berlaku
perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat

dalam bahasa Indonesia
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Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak
dapat mensyaratkan adanya masa percobaan
kerja.
Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa
percobaan kerja yang disyaratkan tersebut
batal demi hukum dan masa kerja tetap

dihitung.

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya
dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu sebagai berikut:
pekerjaan yang sekali selesai atau yang
sementara sifatnya;

pekerjaaan yang diperkirakan
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(2)

(3)

(4)

16.

penyelesaiannya dalam waktu yang tidak
terlalu lama;

pekerjaan yang bersifat musiman;

pekerjaan yang berhubungan dengan produk

baru, kegiatan baru, atau produk tambahan

yang masih dalam percobaan atau
penjajakan; atau
pekerjaan yang jenis dan sifat atau

kegiatannya bersifat tidak tetap.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak
dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi
hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan
sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu,
dan batas waktu perpanjangan perjanjian
kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga
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TPNOF AT berbunyi sebagai berikut:
% 61 % Pasal 61
(¥ P FdZHiE2eT (1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
a. Ra1/31 A3y ; a. pekerja/buruh meninggal dunia;
b, ¥F# X X3 22l ks b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. ¥waire Txn=; c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
d. £73 - XAZE»xd 2 F w24 d adanya putusan pengadilan dan/atau putusan
FEAHAFTERAMELA lembaga penyelesaian perselisihan
PE = SN —‘F'f hubungan industrial yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap; atau

e. AT F®ITH P RPIE e, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang

=3 SR A L e gy dicantumkan dalam perjanjian  kerja,
EEoon ER¥ BTG peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama yang dapat menyebabkan
berakhirnya hubungan kerja.
(2) F & ¥ 72 & F 71N 8 ~ % (2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena
R ERSFESE meninggalnya pengusaha atau beralihnya
o FEZGMRT E TR hak atas perusahaan yang disebabkan
A E R o penjualan, pewarisan, atau hibah.

Q) EF 474448 1/1 (3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan,
B
S

AR EATE F ReDE E o hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung
R4 BHERY 3 R jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan
e #@xg ] Ba/a Al lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak

mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
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Dalam hal pengusaha orang perseorangan
meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat
mengakhiri setelah

perjanjian  kerja

merundingkan dengan pekerja/buruh.

Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia,
ahli waris pekerja/buruh berhak
mendapatkan hakhaknya sesuai dengan

peraturan perundangundangan atau hak-hak
yang telah diatur dalam perjanjian Kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama.

Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A
Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (1) huruf b dan huruf ¢, pengusaha
wajib memberikan uang kompensasi kepada
pekerja/buruh.
Uang kompensasi sebagaimana dimaksud
(1) diberikan

pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja

pada ayat kepada
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19.

20. % 66 F AT T H R 20,
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% 66 iF
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E=d

-

a2 2 W F A &

pekerja/buruh  di  perusahaan  yang
bersangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai uang
kompensasi  diatur dalam  Peraturan

Pemerintah.

Pasal 64 dihapus.
Pasal 65 dihapus.
Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66
Hubungan kerja antara perusahaan alih daya
dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya
didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat
secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu
tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak
tertentu.
Pelindungan pekerja/buruh, upah dan
kesejahteraan, syarat-syarat Kkerja, serta
perselisihan yang timbul dilaksanakan
sekurang-kurangnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih

daya.
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(3) Dalam  hal alih

mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan

perusahaan daya
perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja
tersebut harus mensyaratkan pengalihan
pelindungan hak-hak bagi pekerja/buruh
apabila terjadi pergantian perusahaan alih
daya dan sepanjang objek pekerjaannya
tetap ada.

(4) Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berbentuk badan hukum dan

wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang

diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

(5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) harus memenuhi norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

lebih

pekerja/buruh

Ketentuan

(6) lanjut  mengenai

pelindungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

21. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga
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1)

(2)

3)

(4)

()

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77
Setiap pengusaha wajib melaksanakan
ketentuan waktu Kkerja.
Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)

hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Ketentuan waktu kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi
sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di
perusahaan diatur dalam perjanjian Kkerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja
pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
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22,

1)

b.

(2)

(3)

(4)

dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78
Pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh  melebihi  waktu kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat

(2) harus memenuhi syarat:

ada persetujuan  pekerja/buruh  yang
bersangkutan; dan
waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan

paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu)
hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1
(satu) minggu.

Pengusaha mempekerjakan

yang

pekerja/buruh  melebihi  waktu kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
membayar upah kerja lembur.

Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku
bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja

lembur dan upah kerja lembur diatur dalam
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Peraturan Pemerintah.

23. Bk T iEH oz F)p H A 23, Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga

TPNOF AT berbunyi sebagai berikut:
% 79 ix Pasal 79
(1) R FLI (1) Pengusaha wajib memberi:
a. RALERE 2 a. waktu istirahat; dan
b. i e b. cuti.

(2)%&3 B/3 %% 138 azi?rit (2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada

22l SEN:== Rl A T ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada
pekerja/buruh paling sedikit meliputi:

a. WL IFEFLS KL 4 ( 2 ) a. istirahat antara jam Kkerja, paling sedikit

Bl R g1 TRAKRL LB setengah jam setelah bekerja selama 4
R A N =l }i—,:*v':‘.l (empat) jam terus menerus, dan waktu
% Y istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

dan
b. 1 (- )% 6(= ) X2 i{F4]¥ b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6
EBRREK]I(-) P o (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
) Rr%Es B/ 4% 13 bz (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
AriteniRige s ApM B 1 /3 A huruf b yang wajib diberikan kepada
FFEI12(L= ) B 12iv B pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling
LA 12(+z2 ) 2 ehE KRB sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja

selama 12 (dua belas) bulan secara terus
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(4)

()

(6)

24,

menerus.

Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.

Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), perusahaan tertentu dapat memberikan
istirahat panjang yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama

Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88
Setiap pekerja/buruh berhak  atas

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan
pengupahan sebagai
hak

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

salah satu upaya

mewujudkan pekerja/buruh  atas
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(3) % 2371 Frok & 35 ¢ (3) Kebijakan  pengupahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. B M1 F % a. upah minimum;
b. T FBHzE "6, b. struktur dan skala upah;
c. %Fiy ] c. upah kerja lembur;

d. Pl R Fm 3 522 (&) d upah tidak masuk kerja dan/atau tidak

P R 25 S R melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
LS S Bl e. bentuk dan cara pembayaran upah;
»IFPHE2EP; 2 f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan
upah; dan

g. 1 F TR &L 4 f- 9. Upah sebagai dasar perhitungan atau
His Hirehikdy pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

(4) seFrik bl =1 F e K 0t8 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan
g pengupahan  diatur dalam  Peraturan

Pemerintah.

25. % 88 ixfr% 89 %2 R4 » 5 25. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 5

(I )BiE=> g % 88A i%- (lima) pasal, yakni Pasal 88A, Pasal 88B,
% 88B ik ~ % 88C ¥ ~ % 88D Pasal 88C, Pasal 88D, dan Pasal 88E
c % % 88F iE ~ Flpt H R g p sehingga berbunyi sebagai berikut:

% 88A ix Pasal 88A
(HDEx/a*r8& fFER2BF#H 4 (1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada

et B apE > KA A4 A1/ saat terjadi hubungan kerja antara
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pekerja/buruh  dengan pengusaha dan

berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh
upah yang sama untuk pekerjaan yang sama
nilainya.

Pengusaha wajib membayar upah kepada
pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.
Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas
kesepakatan  antara  pengusaha  dan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat
buruh tidak boleh lebih

ketentuan pengupahan yang ditetapkan

rendah dari

dalam peraturan perundang-undangan.
hal
dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau

Dalam kesepakatan  sebagaimana
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesepakatan tersebut batal demi
hukum  dan

pengaturan  pengupahan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengusaha yang karena kesengajaan atau
kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan

pembayaran upah, dikenakan denda sesuai
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(2)

< (2

dengan persentase tertentu dari upah
pekerja/buruh.
Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran
karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat
dikenakan denda.
Pemerintah mengatur pengenaan denda
kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh
dalam pembayaran upah.

Pasal 88B
Upah ditetapkan berdasarkan:
satuan waktu; dan/atau
satuan hasil.
lebih

berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan

Ketentuan lanjut mengenai upah
hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 88C
Gubernur wajib menetapkan upah minimum
provinsi.
Gubernur dapat menetapkan upah minimum
kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
Upah minimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan

kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
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()% 2 sArafF T i5 2 & # % (4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada

SR L NP RS/ Bl ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi
bR (525 o daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang
bersangkutan.
(5) % 2 @t i/ sk i1 (5) Upah minimum kabupaten/kota
FHRERS Y AN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
%%-L% o lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

(6) 7 #Eeh WM FEES 3 38 (6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan
ATt e S fé‘l«q} i B sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan data yang bersumber dari

lembaga yang berwenang di bidang statistik

(7) Frpik b4 2% 3 78 #rif & (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

1 FHREHTARAREZE S 4 penetapan upah minimum sebagaimana
IE AT AR TE 2 i AR R e dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur

dalam Peraturan Pemerintah.

% 88D if Pasal 88D
(1) % 88C ix% 1 3 % % 2 7% (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud
HhMIFHRER LA M dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2)
TARE N 52 B8 dihitung dengan menggunakan formula

perhitungan upah minimum.
(2)% 1 #Eérat M1 F% 2 (2) Formula perhitungan upah  minimum
PR 2o REANME N sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b2 ¥ R FF o memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau
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inflasi.

() Fe ik ] Ld M1 T % (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula

SRR AR

% 88E 1%

()% 88Cis% 132 % 2 18 57
ok K1 F AR R g g
hARM O P e (TR A
W1 (- ) EehR /31 4 o

26. 1% % 89 iE R T o

27, #I%k % 90 i %o

28. % 90 5 e ¥ 91 #E 2 ¥ 4c » 2
(@) BiE> > L% 90A i
2 % Q0B i~ Flp 2 R w

e T

1)

(2)

26.
217,

perhitungan upah minimum diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 88E

Upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2)
berlaku bagi pekerja/burun dengan masa
kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada
perusahaan yang bersangkutan.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih

rendah dari upah minimum.

Pasal 89 dihapus.
Pasal 90 dihapus.

. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2

(dua) pasal, yakni Pasal 90A dan Pasal 90B
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

Upah di atas upah minimum ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan

pekerja/buruh di perusahaan.

Pasal 90B
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(1) % 88C % 172 % 23t (1)
Who Mo FHRERL
WHCL A EFE e

]

(D F 2 Aorda Tk Rk @)
Bk Tgs
GRS < SNV R Lkt
i A

(4) FeRpiE bl ] Tl A & 1 (4)
7 ehis FR T

29. #1% % 91 i % - 29.
30. B 92 iER > FpH R 30
TP F AT
¥ 92 1%

(D& #F 7 ot T (1)
> .3z

Ketentuan upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat
(2) dikecualikan bagi Usaha Mikro dan
Kecil.

Upah pada Usaha Mikro dan Kecil
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.
Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar
persentase tertentu dari rata-rata konsumsi
masyarakat  berdasarkan  data  yang
bersumber dari lembaga yang berwenang di
bidang statistik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi
Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 91 dihapus.
Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92
Pengusaha wajib menyusun struktur dan
skala upah di perusahaan dengan

memperhatikan kemampuan perusahaan dan
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31. % 02 #54e ¥ 93 452 4 ~ 1
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Flgv H RPN F Ao

% 92A %
EEFRFRFBE A 24 A4 0
TEEA XD FRLT
32. B w 94 iEAE o F|pH AR

TN F AT

% 94 i%

FLED ANMNLF 2 FETAED
Jf?’* ’fl_\j‘l IR AEAAD

S B e TH%( | A

=+ 3 )

33. By 95 ER T > FltH AR
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produktivitas.

(2) Struktur dan skala upah digunakan sebagai

pedoman pengusaha dalam menetapkan

upah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur

dan skala upah diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

31. Di antara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1

(satu) pasal, yakni Pasal 92A sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 92A

Pengusaha melakukan peninjauan upah secara

berkala dengan memperhatikan kemampuan

perusahaan dan produktivitas.

32. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 94

Dalam hal komponen upah terdiri atas upah
pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok
paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari

jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

33. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga
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1)

(2)

(3)

34,
35.
36.

(1)

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95
Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau
dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, upah dan hak lainnya
yang belum diterima oleh pekerja/buruh
merupakan utang yang didahulukan
pembayarannya.
Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didahulukan pembayarannya
sebelum pembayaran kepada semua kreditur
Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana
(1) didahulukan

pembayarannya atas semua kreditur kecuali

dimaksud pada ayat

para kreditur pemegang hak jaminan

kebendaan.

Pasal 96 dihapus.
Pasal 97 dihapus.

Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 98

Untuk memberikan saran dan pertimbangan

kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah
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Daerah dalam perumusan kebijakan

(D)2 FLR €L fehd | e
KpSSTFORBME £ F e
1 E/FL1RE B TS Hlno

(3) Fe Fy ik & 4] - X
ZREER eSS ERE L
BE 1 TEAR A RfS S R E

4

7. i e % 151 fE2L %o Fpt H 4
CAY S L
% 101 %
(DEFEFCRI/2 A1 €/%
TREZ AR A

Mookt MR

()4 m 2 wd %o et B %
B fE R AR 3/
1R (E)LE/F LN

S8t B2 P e R

(2)

(3)

37.

(1)

2)

pengupahan serta pengembangan sistem
pengupahan dibentuk dewan pengupahan.

Dewan pengupahan terdiri atas unsur
Pemerintah, organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh, pakar, dan akademisi
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembentukan, komposisi keanggotaan, tata
cara pengangkatan dan pemberhentian
keanggotaan, serta tugas dan tata kerja
dewan pengupahan diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151
Pengusaha, pekerja/buruh, serikat
pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah harus
mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan
hubungan kerja.
Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak
dihindari,

pemutusan hubungan kerja diberitahukan

dapat maksud dan alasan

oleh pengusaha kepada pekerja/buruh
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F] o dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
B)FRa/1re g4 exd® (3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu

FEB BTG dan menolak pemutusan hubungan kerja,

EEFRIcRE /24 2 () penyelesaian pemutusan hubungan Kkerja

€/F 1R eeTES N2 wajib dilakukan melalui  perundingan

AR E Ve RBEOTRRT R o bipartit  antara  pengusaha  dengan
pekerja/buruh dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh.

()% 3amsrat > w22 (4 Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana
EE T LD PR iR i dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan

Fe 2 A8 ) fR S0 Dt BE TR R kesepakatan, pemutusan hubungan kerja
A7 o dilakukan melalui tahap berikutnya sesuali
dengan mekanisme penyelesaian

perselisihan hubungan industrial.

38. % 151 ix4r% 152 ¥ 2 A4 38. Diantara Pasal 151 dan Pasal 152 disisipkan
» 1(- DB EE2 ™A% 151A 1 (satu) pasal, yakni Pasal 151A sehingga

E o F P H R N B AT berbunyi sebagai berikut:
% 151A % Pasal 151A

FEA T ER £ ¥ RP]H % Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

@ 7% 101 iE% 278 #ruf el 7o Pasal 151 ayat (2) tidak perlu dilakukan oleh
pengusaha dalam hal:

a. R1/a+ EKT%&%‘& ; a. pekerja/burun  mengundurkan diri atas

kemauan sendiri;
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b. Rxi/x*& ¥ 34 b pekerja/burun dan pengusaha berakhir
R4

FEZgH e Lok M hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian
% kerja waktu tertentu;

c. Bi/1ARFEFHEIG > ¢ pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai
PR ERY PR T dengan  perjanjian  kerja,  peraturan
CEENRREHR ;S —ﬁ perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

atau

d. Bx/3 %3y - d. pekerja/buruh meninggal dunia.

39. #I'% % 1502 BE AT - 39. Pasal 152 dihapus.

40. 12 :x % 153 iR 7> F)p H 4 40. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga
EPNOF AT berbunyi sebagai berikut:

% 153 % Pasal 153

(1) &£ % 73F #1242 T R F1% (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan
HEI /3 A%k * Bk hubungan kerja kepada pekerja/buruh

dengan alasan:

a. NHpFLHEPER 2 a & a berhalangan masuk kerja karena  sakit
pESLEE = SRR LA 2= il S 4 i&ﬁjﬁg‘ menurut keterangan dokter selama waktu
12(+=) B2 o tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara

terus-menerus;

b. 145 R s i+ W & F+m & b. berhalangan menjalankan  pekerjaannya
i g 7 B BGE karena memenuhi kewajiban terhadap

negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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menjalankan ibadah yang diperintahkan
agamanya;

menikah;

hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau
menyusui bayinya;

mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan
perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di
dalam satu perusahaan;

anggota dan/atau

mendirikan, menjadi

pengurus serikat pekerja/serikat buruh,
pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat
pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau
di

pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang

dalam jam kerja atas kesepakatan

diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
mengadukan pengusaha kepada pihak yang
berwajib mengenai perbuatan pengusaha
yang melakukan tindak pidana kejahatan;
berbeda paham, agama, aliran politik, suku,
warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi
fisik, atau status perkawinan; dan

dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat
atau sakit karena

kecelakaan Kkerja,
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P RFFRETHEBERPFR - hubungan kerja yang menurut surat
keterangan dokter yang jangka waktu

penyembuhannya belum dapat dipastikan.

(2) 7% 1 merat p Flm % 0+ & (2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan

* R Rk E BT X RS R dengan alasan sebagaimana dimaksud pada
TATP-URAR R R /3 A o ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha
wajib mempekerjakan kembali

pekerja/buruh yang bersangkutan.

A1, #1% % 1564 BE R T - 41. Pasal 154 dihapus.
42. % 154 4o % 155 i 2. ¥ 4x 42. Diantara Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan
~ 1(- )BiE=~ > E 5 154A 1 (satu) pasal, yakni Pasal 154A sehingga

Eo FpH R N R AT berbunyi sebagai berikut:
% 1D4A % Pasal 154A
(1) %2k e * B 2R Flde T (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi

karena alasan:

a. =>4 43 &3 g a perusahaan melakukan  penggabungan,

A oomHEEBEI/1A%EER peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan
FFRr MG ERTE perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia
BRI/ A melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha

tidak bersedia menerima pekerja/buruh;

b, P XEEdp > BT H b, perusahaan melakukan efisiensi  diikuti

v

FRESTHPE TR dengan penutupan perusahaan atau tidak
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M diikuti dengan penutupan perusahaan yang
disebabkan perusahaan mengalami
kerugian;

S~ Fa g 2(3 ) 24 A ¢ perusahaan tutup yang disebabkan karena

[ A 2 perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun;

S F A ¥ R4 R (force d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan

majeure)m M BFH 7 memaksa (force majeur).

o F Rt R AR AL e perusahaan  dalam  keadaan  penundaan
kewajiban pembayaran utang;

A & O R f.
Ba/31 A T4 #F RIS ™ g adanya permohonan pemutusan hubungan

FAmHFERE BT MAGER

perusahaan pailit;

kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh
o dengan alasan pengusaha melakukan

perbuatan sebagai berikut:

FEE e P L a1 F

. membujuk

. menganiaya, menghina secara kasar atau

mengancam pekerja/buruh;
dan/atau menyuruh
pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan

dengan  peraturan

perundang-undangan;

. tidak membayar upah tepat pada waktu yang

telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut  atau  lebih,  meskipun
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pengusaha membayar upah secara tepat

waktu sesudah itu;

. tidak melakukan kewajiban yang telah

dijanjikan kepada pekerja/buruh;
untuk

yang

pekerja/buruh
melaksanakan pekerjaan di luar

diperjanjikan; atau

. memberikan pekerjaan yang membahayakan

Jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan
pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut
tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

adanya putusan lembaga penyelesaian

yang
menyatakan pengusaha tidak melakukan

perselisihan  hubungan industrial
perbuatan sebagaimana dimaksud pada
huruf g terhadap permohonan yang diajukan
oleh  pekerja/buruh  dan  pengusaha
memutuskan untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja;

diri

dan harus memenuhi

pekerja/buruh  mengundurkan atas
kemauan sendiri
Syarat:

mengajukan permohonan pengunduran diri

secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga
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puluh) hari sebelum tanggal mulai

pengunduran diri;

. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

. tetap melaksanakan kewajibannya sampai

tanggal mulai pengunduran diri;
pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari
kerja atau lebih berturut-turut tanpa
keterangan secara tertulis yang dilengkapi
dengan bukti yang sah dan telah dipanggil
oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan
tertulis;
pekerja/buruh  melakukan  pelanggaran
ketentuan yang diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama dan sebelumnya telah
diberikan surat peringatan pertama, kedua,
dan ketiga secara berturut-turut masing-
masing berlaku untuk paling lama 6 (enam)
bulan kecuali ditetapkan lain dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama;

pekerja/buruh  tidak dapat melakukan
pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat

ditahan pihak yang berwajib karena diduga
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melakukan tindak pidana;

pekerja/buruh mengalami sakit
berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan
tidak

pekerjaannya setelah melampaui batas 12

kerja  dan dapat melakukan
(dua belas) bulan;

pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau

pekerja/buruh meninggal dunia.

Selain alasan pemutusan hubungan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja
lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat
(2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemutusan hubungan kerja diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 155 dihapus.
Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156
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7~ (1)

(2)

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan
kerja, pengusaha wajib membayar uang
pesangon dan/atau uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima.

Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:

masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1
(satu) bulan upah;

masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan
upah;

masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan
upah;

masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan
upah;

masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan
upah;

masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi

kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan
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PAZEE () & T
£ 2(a) B &
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g.

3)

upah;

masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan
upah;

masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan)
bulan upah;

masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9
(sembilan) bulan upah.

Uang penghargaan masa kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:

masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan
upah;

masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga)
bulan upah;

masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4
(empat) bulan upah;

masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5

(lima) bulan upah;
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masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun,
6 (enam) bulan upah;

masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat)
tahun, 8 (delapan) bulan upah;

masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau
lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Uang penggantian hak yang seharusnya
diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

cuti tahunan yang belum diambil dan belum
gugur;

biaya atau ongkos pulang  untuk
pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat
pekerja/buruh diterima bekerja;

hal-hal

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau

lain yang ditetapkan dalam
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perjanjian kerja bersama

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian
uang pesangon, uang penghargaan masa
hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat

kerja, dan uang penggantian
(3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157
Komponen upah yang digunakan sebagai
dasar perhitungan uang pesangon dan uang
penghargaan masa kerja terdiri atas:
upah pokok; dan
tunjangan tetap yang diberikan kepada
pekerja/buruh dan keluarganya.
Dalam hal penghasilan pekerja/buruh
dibayarkan atas dasar perhitungan harian,
upah sebulan sama dengan 30 (tiga puluh)
dikalikan upah sehari.
Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan
atas dasar perhitungan satuan hasil, upah

sebulan sama dengan penghasilan rata-rata
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dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

(4)%F % 3 sEmorifen® » 1 F i< (4) Dalam hal upah sebulan sebagaimana
B FARE - E Ry dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari
L F ORI AE ST upah minimum, upah yang menjadi dasar
3 g M TR o perhitungan pesangon adalah upah minimum
yang berlaku di wilayah  domisili

perusahaan.

46. % 157 #54c% 1508 %2 ¥ 4 46. Diantara Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan

1= DB T 157A
o FP RN F AT
% 157TA i
(D) &ASLY F & igaey ¢
LpgrR 1/ A FHEE R
fFah s
(2) & %1 7l
e SO
PPl b gy o IR R
A Ha
¥ erAp Bechd g o

-

R 1

AR /1AL

()% 1 B enERFRIFFT
BB I ¥ FMGEARE R
B mue grd .

1)

(2)

(3)

1 (satu) pasal, yakni Pasal 157A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157A
Selama penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, pengusaha dan pekerja/buruh
harus tetap melaksanakan kewajibannya.
Pengusaha dapat melakukan tindakan
skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang
dalam proses pemutusan hubungan kerja
dengan tetap membayar upah beserta hak
lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
Pelaksanaan ~ kewajiban  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai
dengan

selesainya proses penyelesaian

perselisihan hubungan industrial sesuai
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tingkatannya.

AT, #1% % 168 BE AR T - 47. Pasal 158 dihapus.
48. #1% % 159 iF R 2 - 48. Pasal 159 dihapus.
49. i3 :x % 160 1F 2 2> F]p H R 49, Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga
TPNOF AT berbunyi sebagai berikut:
% 160 % Pasal 160

(HFBR3/2 +~7Fa4E e % %m (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang
AES Jo o FERINE A berwajib karena diduga melakukan tindak
A F el /1A pidana, pengusaha tidak wajib membayar
% A e g BT upah, tetapi wajib memberikan bantuan
kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi
tanggungannya dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. B 17 A1 FH2%(F~ a untukl (satu) orang tanggungan, 25% (dua
) puluh lima persen) dari upah;
b. ﬁ B2c B3 F36% (F 4~ b untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35% (tiga
22 L37);

puluh lima persen) dari upah;

c. %3 T A1 FH45%(F A c untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45%
zw+37); (empat puluh lima persen) dari upah;

d. $H4r &t g1 Fa50% d untuk 4 (empat) orang tanggungan atau
(FArzIt); lebih, 50% (lima puluh persen) dari upah

(2)Bx1/2 A4ESFp(sen 6 (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(= )B2 up s L (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam)
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% 1 38 Arit gt BY & o bulan terhitung sejak hari pertama
pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang
berwajib.

() #%% 1 w1 /1 4 % (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan

HEEPRPREE BN 6 () B hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang

TN R T f EREET setelah 6 (enam) bulan tidak dapat
Bk B /3 A et BTk melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya

karena dalam proses perkara pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)F 21> % 33 »ri 6 (= ) (4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara
Br Bz A Hd 1/ pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
A B fEFRIRE TR sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
BEa1/31 4 o berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak

bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan
pekerja/buruh kembali.
(b)) #FF>6 (=) B #Hkz (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara

AR B 1 /1 A 8% pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
EFRIF XA /DA berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan
2.0t Mk oo bersalah, pengusaha dapat melakukan
pemutusan  hubungan  kerja  kepada
pekerja/buruh yang bersangkutan.
50. #1*%% % 161 g R 2o 50. Pasal 161 dihapus.

ol. #1% % 162 AR T - 51. Pasal 162 dihapus.
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Plrg % 167 FR 2 - 56.
Flrg 5 168 iF R 2 57.
Flrg 5 169 F R 2 58.
Fleg 5 170 R 2 - 59.
1‘“']“,% 171 g2 - 60.
Jf%v 172 w5232 o 61.
Pl % 184 s 2 o 62.
sy 185 MEAR E 0 F]MH A 63
TP F AT
¥ 185 i

)EREF F 420 % 2 ~ % (1)
6

160 18 % 4 78 %> #dk i
1(-)#mr & 4(w) &0

THIHRAE (&) HEFEL
A Rp100, 000, 000.00 (- i
SO T S

-576-

Pasal 163 dihapus.

Pasal 164 dihapus.

Pasal 165 dihapus.

Pasal 166 dihapus.

Pasal 167 dihapus.

Pasal 168 dihapus.

Pasal 169 dihapus.

Pasal 170 dihapus.

Pasal 171 dihapus.

Pasal 172 dihapus.

Pasal 184 dihapus.

Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

Barang siapa melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80,
Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat
(2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal
160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
4 (empat) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan paling banyak
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Rp400, 000, 000. 00 (= &Er

) e

(2)% 1 Fmeratene 74 24 (2
SR DL

£

f'u’g

64. 12 :x % 186 ixR = Flp H R 64

TR F AT

¥ 186 i

F % 35 iER 2@ e F‘ (1)

2EF 93IER 2AR

BeAg et 1 (- ) B2 1
(z) &#T 5 & HEA

(&)

Rp10, 000, 000.00 (- +

) B B
Rp400, 000, 000. 00 (= &
Rg)e

(2)% 1 g P74 Ly (2
ERFTHE o

(1)!11\1 1§
% 338

(‘H}

!

S I
& 7_TJ\ 7o

—EJ Al

B
qer

E4
4

~N

[

65. i+ % 187 (2R %> Fut 25 65.

TP AT
¥ 187 if

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Ketentuan Pasal 186 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 186
Barang siapa melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(2) atau ayat (3), atau Pasal 93 ayat (2),
dikenakan sanksi pidana penjara paling
singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
(1) tindak

pelanggaran.

ayat merupakan pidana

Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187
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(1)izme »x % 45 %% 13 ~ % (1) Barang siapa melanggar  ketentuan

67 iF% 17~% Tl if% 27~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
% T601F~% T8 iF% 27 ~ % (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal
T9iF% 178~ % 278 & —"ﬂz % 3 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), ayat
% 8 iEw 3 + % 144 (2), atau ayat (3), Pasal 85 ayat (3), atau
EHL T B 1 (- ) B Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan
P& 12( 2 ) ruT paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama

FHRAE (&) Hxr A 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling

Rp10, 000, 000.00 (- + g & sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
A D
Rp100, 000, 000.00 (- @

rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

AN

o Im

(2)% 1 ;m#rid a2 7 & 445 (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
EAHRTH o ayat (1) merupakan tindak pidana

pelanggaran.

66. 12 :x % 188 iF % » F]p H . 66. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga

TPNOF AT berbunyi sebagai berikut:
¥ 188 ix Pasal 188
(1) F % 38 1% 23 -~ % (1) Barang siapa melanggar  ketentuan
63iF% 17~% T8 ix% 1 7~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
% 108 % 178

% 111 % % (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal
¥ 148 ix 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114,
+.

R B AL A atau Pasal 148 dikenai sanksi pidana denda
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Rpb, 000, 000.00 (7 p § ¥ paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta
o)~ k5 R rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00
Rp50, 000, 000.00 (7 + g & (lima puluh juta rupiah).

RE) e
(2) % 1 5 =it g it 7 & Ly
EREFHE o

67. B 190 iR 2 F]p H R
TP F AT

% 190 %

EF AZEHREDHIEST 6

N\
[um—
—
o
&0
(i

(2)

67.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan tindak pidana

pelanggaran.

Ketentuan Pasal 190 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 190
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai kewenangannya mengenakan sanksi
administratif atas pelanggaran ketentuan-

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5,

% AT iE% 178 ~ % 61A i ~ Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 25,
% 66 i% % 438 ~ % 8T iF ~ % Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42
92 i ~ % 106 i ~ % 126 % ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 61A, Pasal

3 78 & —*ﬁ EE N ] 66 ayat (4), Pasal 87, Pasal 92, Pasal 106,

(2) Fe i sl 2% 1 7| A1 7
FAET) il AR

(2)

Pasal 126 ayat (3), atau Pasal 160 ayat (1)
atau ayat (2) undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

68. % 191 #54c% 192 i 2 A 4 68. Diantara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan

~1(- )BiE~ T E % 191A
fx;{ » ﬂ'b-‘,ﬂiﬂ;i}]\ 7}5.51‘7'1? :

% 191A i

a. —‘FT’:’z*ﬁ CE ok A 'E}Jf;i}fi%},@ a.

i £ 2003 & 13 5% #

21 TR AR

ig e £ 2004 & 40 BEiE LM

1 (satu) pasal, yakni Pasal 191A sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 191A

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

untuk pertama kali upah minimum yang
berlaku, yaitu upah minimum yang telah
ditetapkan berdasarkan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
mengatur mengenai pengupahan

bagi perusahaan yang telah memberikan
upah lebih tinggi dari upah minimum yang
ditetapkan sebelum Undang-Undang ini,
pengusaha

dilarang mengurangi atau

menurunkan upah.

Bagian Ketiga
Jenis Program Jaminan Sosial

Pasal 82

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang

> FAL ¢ FIRd k(& R B > Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
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1. % 18 g 2> Fpt 24
TP F AT
% 18 i%
Ab € R B B AT
a. FR S
b. 1% &G ;
c. E®&R'%;
d. % Ei%'%

|—h
M
Exl
N

2. F ABHEACH AT E2 B e~ 1

(=) BmA > TEF = ;A
24 F i TR PR
S LI

PR L

4 ¥ iRg

% 46A iE

()5 o B hchf 1 /1 A

B A% E R R
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Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18

Jenis program jaminan sosial meliputi:
a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;

C. jaminan hari tua;

d. jaminan pensiun;

e. jaminan kematian; dan

f. jaminan kehilangan pekerjaan

2. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1
(satu) Bagian yakni Bagian Ketujuh Jaminan
Kehilangan Pekerjaan sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pasal 46A

(1) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan

hubungan

kerja berhak mendapatkan
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(3) FeRp i bl 41 L% £ Bk 7 %

BB is FR T

¥ 46B it
(D)2 R4 X F'g 75 Bitpit

% 46C %
(D2 % F%a g L Ldpxh
ST HPALE R A
(2)% 1 Farid et g d ¢ &
FTR S o
% 46D %
(1) % ¥ & %A1 ¢ 120 & B
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(2)

(3)

1)

(2)

1)

(2)

1)

jaminan kehilangan pekerjaan.

Jaminan kehilangan pekerjaan

diselenggarakan oleh badan penyelenggara
jaminan  sosial  ketenagakerjaan  dan
Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyelenggaraan  jaminan  kehilangan
pekerjaan  diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah.

Pasal 46B
Jaminan kehilangan pekerjaan

diselenggarakan secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial.
Jaminan

kehilangan pekerjaan

diselenggarakan untuk mempertahankan
derajat kehidupan yang layak pada saat
pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.

Pasal 46C
Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah
setiap orang yang telah membayar iuran.
luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 46D

Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan
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berupa uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan pelatihan kerja.
Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
banyak 6 (enam) bulan upah.
Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterima oleh peserta setelah mempunyai
masa kepesertaan tertentu.
Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
masa kepesertaan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 46E
Sumber pendanaan jaminan kehilangan
pekerjaan berasal dari:
modal awal pemerintah;
rekomposisi iuran program jaminan sosial;
dan/atau

dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan
jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
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Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pasal 83
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
24 Tahun 2011

Nomor tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5256) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a
menyelenggarakan program  jaminan
kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
menyelenggarakan program:

a. jaminan kecelakaan kerja;

b. jaminan hari tua;

C. Jaminan pensiun;
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d. = %% ‘% d. jaminan kematian; dan

e. 4 X R o e. Jaminan kehilangan pekerjaan.

2. By 9mEAey Fpt H Rz 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi

S L sebagai berikut:
% 9% Pasal 9

(1)% 5 iF% 2 7 a #orit ¥ (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud
ReAt € Rl g 3L G IR A dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi
25 %ﬁ)% [ e S menyelenggarakan program  jaminan

kesehatan

(2)% 5 iE% 2 3 b #orat m)I* (2) BPJS  Ketenagakerjaan  sebagaimana
F AL € [ ? B mEFh it A dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
FELGEETR N R berfungsi  menyelenggarakan  program
TR B X FERITL X E R jaminan kecelakaan kerja, program jaminan
3 RS- A~ ¥ kematian, program jaminan pensiun,

program jaminan hari tua, dan program

jaminan kehilangan pekerjaan.

3. BrxH 42 gz > T H R 3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga

TP F AT berbunyi sebagai berikut:
¥ 42 % Pasal 42
(1) % 41 ¥ % 1 38 a xorit ¥ B (1) Modal awal sebagaimana dimaksud dalam

FIR R EA E Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk BPJS
Tl g A i 4T A KR Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
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WRFIEE L H 2k S ED ditetapkan masing-masing paling banyak
Rp2, 000, 000, 000, 000. 00 Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
(B FRELF)- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara.

(2) % 41 5% 1 7 a st 4 ¥ (2) Modal awal sebagaimana dimaksud dalam
Fw R A A F A KR Pasal 41 ayat (1) huruf a untuk program
R7Ip 8 » I 7 EP Rp jaminan kehilangan pekerjaan ditetapkan
6,000, 000, 000, 000. 00 (= paling sedikit Rp6.000.000.000.000,00
FRERF) (enam triliun rupiah) yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

¥ I AL Bagian Kelima
PR AR IR Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
% 84 i% Pasal 84

i Ro2017 & 18 %Lz B >t Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang

RS AR I EEE (R K % Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

~3F 2017 & 242 %~ =~ 3R vt4% Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara

6141 ) sh— L Z 4o T Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6141) diubah sebagai berikut:

% 912 % 1678 1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 16

HRZPN F 40T 0 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
% 1% Pasal 1

riE L EEFACT Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud
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dengan:

@E%iﬂ” % 4p = @ 1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah
T

©EITp NER /B KT memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang

FaE: setiap tenaga kerja Indonesia

akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di

instansi pemerintah kabupaten/kota yang

bertanggung jawab

ketenagakerjaan.

A dp = -~ 2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap

LB R B iE warga negara Indonesia yang akan, sedang,

IEP R A o atau telah melakukan pekerjaan dengan

menerima upah di luar wilayah Republik

Indonesia.

% B L4 e r 3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah
B

ERR N R ] suami, istri, anak, atau orang tua termasuk

A ~ELF 238 hubungan  karena
LiE P ir 2 -2 penetapan pengadilan, baik yang berada di
el oo Indonesia maupun yang tinggal bersama

Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

4 & 4p AL E 4. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan

7 35 —*ﬁ M #-3 B v adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan

5 A1 o bekerja ke luar

tanpa melalui

pelaksana penempatan.

Indonesia

M & 4p = @ % 5. Pelindungan Pekerja Migran



o

)
]

e

E@@ﬂ

.
BRALG I ¥iadc!
o

G 2

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-588-

EERA AL B2 (&) adalah segala upaya untuk melindungi
PRz R iR kepentingan  Calon  Pekerja ~ Migran
fo P AL TS IFHRFZ Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran
TR v B2 ERZ AL Indonesia  dan  keluarganya  dalam
Tl Ty Wl o mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan

haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum
bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja
dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
1 fF@ R Adp p 3P 24 6. Pelindungan  Sebelum  Bekerja adalah
B Rty o keseluruhan aktivitas untuk memberikan
pelindungan sejak pendaftaran sampai
pemberangkatan.
1R Lz 7. Pelindungan  Selama  Bekerja  adalah
BEheRHEFET R keseluruhan aktivitas untuk memberikan
TR E B o pelindungan selama Pekerja Migran

Indonesia dan anggota keluarganya berada di

luar negeri.
1 iFts W4y p PR # % 8. Pelindungan  Setelah  Bekerja  adalah
12 BEREHEREFE keseluruhan aktivitas untuk memberikan
v H KR o B R TR pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia
R SR - S R N S L dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di
A1z (8§ IRA% - Indonesia hingga kembali ke daerah asal,

termasuk pelayanan lanjutan menjadi

pekerja produktif.
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9.

10.

11.

12,

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia adalah badan usaha berbadan
hukum perseroan terbatas yang telah
memperoleh izin tertulis dari Pemerintah
Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan
penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan
usaha berbentuk badan hukum di negara
tujuan penempatan yang bertanggung jawab
menempatkan Pekerja Migran Indonesia
pada pemberi kerja.

Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah,
badan hukum pemerintah, badan hukum
swasta, dan/atau perseorangan di negara
tujuan penempatan yang mempekerjakan
Pekerja Migran Indonesia.

Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah
perjanjian  tertulis antara Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang
memuat hak dan kewajiban setiap pihak
dalam rangka penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan

penempatan.
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13. R 21 % ¥ 55> 0T @ 13. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran
FEEZO L rfaa Indonesia  yang  selanjutnya  disebut
XERHHEETLH AR Perjanjian Penempatan adalah perjanjian
F%—ﬁ L2 v = S I O NN tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja
3R R F R Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran
XFEEALHBRIZ LS Indonesia yang memuat hak dan kewajiban
OB AE o setiap pihak, dalam rangka penempatan

Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan
penempatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

14, & 2 A 4p e 2 H 21 2 14, Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis
iz et a2 pn % antara Pekerja Migran Indonesia dan

R N S Y

FA10E 1 THp 2. % > iR

o

Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja,
hak, dan kewajiban setiap pihak, serta
jaminan keamanan dan keselamatan selama
bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

15, 2 v g A 4pd 1 T p cH® 15, VisaKerjaadalah izin tertulis yang diberikan
THEEFRAPFE DT e FTE oleh pejabat yang berwenang di suatu negara
HPNZF e g viFEm 22 A tujuan penempatan  yang memuat

16.

BPRHBAIEEDPHETE

2T 45 SIPSMIY B ¢ 4

persetujuan untuk masuk dan melakukan
pekerjaan di negara yang bersangkutan.
Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja

Migran Indonesia yang selanjutnya disebut
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17.

18.

20.

21,

SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan
oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha
berbadan hukum Indonesia yang akan
menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia.

Surat lIzin Perekrutan Pekerja Migran
Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI
adalah izin yang diberikan oleh kepala
Badan kepada Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia yang digunakan
untuk menempatkan Calon Pekerja Migran
Indonesia.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
pelindungan sosial untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan

dasar hidupnya yang layak

. Orang adalah orang perseorangan dan/atau

korporasi.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah
badan hukum yang menyelenggarakan
program Jaminan Sosial Pekerja Migran
Indonesia.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan
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pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan
Republik Indonesia adalah perwakilan
diplomatik dan  perwakilan  konsuler
Republik Indonesia yang secara resmi
mewakili dan memperjuangkan kepentingan
bangsa, negara, dan pemerintah Republik
Indonesia secara keseluruhan di negara
tujuan penempatan atau pada organisasi

internasional.



oo

o,

E@@ﬂ

b ¢
X

FRRLT L EICR
K
A

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

o EARFA-EASAIR
%ﬁ@%ﬂi#%iﬁwﬁ
’5/'75&*#0

9. ey 5l EHLE > FpH

B

A R AR

N RN T

-593-

25,

26.

(2)

(3)

Menteri adalah menteri

yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan.

Badan adalah lembaga  pemerintah
nonkementerian yang bertugas sebagai

pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
secara terpadu.
Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf b wajib memiliki izin yang
memenuhi  Perizinan  Berusaha dan
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan
kepada pihak lain.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi norma,
standar, dan

prosedur, Kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
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Pasal 53 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia dapat membentuk kantor cabang
di luar wilayah domisili kantor pusatnya.
Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia menjadi tanggung jawab kantor
pusat Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia.
Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
provinsi.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus memenuhi norma,
standar, dan

prosedur, Kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 57
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(D r#Ha1xd o3 K (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran

30(=2+=x ) iFp up Indonesia harus menyerahkan pembaruan
TELFH data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
()FBERERHIIZE 2 A3 (2) Dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja
5 1 mATaE R T /LR Migran Indonesia tidak menyerahkan
THROCERBRIZE TR pembaruan data sebagaimana dimaksud
wEt 30( =2 L ® ) AT pada ayat (1), Perusahaan Penempatan
FVHEORLIEALAAGFNE Pekerja Migran Indonesia diizinkan untuk

memperbarui izin paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja dengan membayar denda

keterlambatan.
()% 2 BmoruteaFip 29 % R (3) Ketentuan mengenai denda keterlambatan
FEEERE- sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan.

5. % 89 ixfr% 90 i 2 B4 » 1 5. Diantara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1

(- )BiE~ T E % 89A %> (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga
FlpbH R B AT berbunyi sebagai berikut:
% 89A ix Pasal 89A

~ £ T“i i 4 4 »xf¢ » & R Pada saat berlakunya Undang-Undang tentang
2017 & 18 LB e R # 2 1 % Cipta Kerja, pengertian atau makna SIP3MI
EiEArR e R 21 % % o dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017

PV ESOTADL F AR Y tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
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menyesuaikan dengan

Perizinan Berusaha.

ketentuan mengenai



